
BT'PATI TAITAII LAUI
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PERATT'RAI{ BI'PATI TANAII L.ITUT
IIOUOR la, TAHUr 2015

TEI{TAIYG

STAXDAR OPERI,$OITAI, PROSEDT'R PTITYUST'!5AX LAFORAIT TRIWI'L,AT

DEI|GAIT RATIUAT TT'IIAIT YAITG XAIIA EAA

BI'PATI TAJIAII I.AUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan

Mengingat

elisiensi dan

b.

efektivitas dalam Penyusunan l"aporan Triwulan,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Laporan Tliwulan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun f965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat ll Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



(3)

(4)

7

membangun komitmen tinggi untuk mendukung
pelaksanaannya.
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Penyusunan laporan Triwulan, wajib
mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal
dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektjvitas
pelayanan publik.
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Triwulan, wajib
memperhatikan ketentuan peraturan p€rundang-undangan
yang berlaku dalam pelaksan€ran tugas.

BAA IV
TSIGI|TI'AI| PEITUII'P

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah l,aut.

Ditetapkan di Pelaihari

LAIn,

C ALAUAYAII
Diundangkan di Pe laihari
pada tanggal 9b oc47 g'4t

DA^ERAII
TAIfArr L/LUT,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2OI5 NOMOR goq

SEKRET.
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